DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2005. Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia,
Malang: Bayu Media.

Adrian Sutedi, 2012 Aspek Hukum Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan
Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif Hukum
Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Andi Zainal Abidin Farid, 1995. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Poernomo. 1997 Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia.

C.S.T. kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana
(Jakarta: PT. Pradnya Paramita).

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi
Pencegahan  Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika
Editama, Bandung.

E. Utrecht, 1998. Hukum Pidana I, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

Edi Yunara. 2005 Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut
Studi Kasus. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti.

Huzaimah Tahido Yanggo,Masail Fighiyyah, 2005 Kajian Hukum Islam
Kontemporer, Bandung:Penerbit Angkasa.

Lexy J. Moeleong, 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung.

Mahmutarom, 2009. Rekonstruksi Konsep Keadilan, Undip, Semarang.

Mayjjid Khadduri, 1984. The Islamic Conception of Justice, Baltimore and London
: The Johns Hopkins University Press.

Marwan Effendy, 2012. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta.



Marpaung. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik). (Jakarta: Sinar
Grafika, 1991).

Moeljatno, 2002. Azas-azsas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

Munawar Fuad Noeh, 1997. Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, Jakarta:
Zikhru’l Hakim, cet pertama.

Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, 1983 Intisari Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

Nikmah Rosidah. 2011 Asas-asas Hukum Pidana. Semarang. Pustaka Magister
Semarang.

Nurul Irfan,2011. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah.

PAF Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra
Aditya Bakti.

Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting
dari KUHP Belanda dan padanannya dalamn KUHP Indonesia.

Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Robert cooter, 2000. Law Economics (Addison-Wesley, An imprint of Addison
Wesley Longman, Inc), 3 Edition.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta,1988.

Rusli Muhammad, 2010, hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, Citra
Aditya Bakti.

S.R. Sianturi, 1996. Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya, PT
Pustaka Tinta Mas, Jakarta.

Seno Adji, Indriyanto. 2007. Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum
Pidana. Jakarta: CV.Diadit Media.

Soerjono Soekanto, 2012, Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudarto.1990 Hukum Pidana 1. Semarang. Yayasan Sudarto.

Sutedi, Adrian. 2008. Aspek Hukum Pengadaan Baran dan Jasa dan Berbagai
Permasalahannya. Jakarta : Sinar Grafika.



Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011 Strategi dan Teknik Korupsi (Edisi Kedua),
Jakarta: Sinar Grafika.

Surayin. 2007 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung. Yarsif Watampone.

Suswinarno, 2013. Mengantisipasi Resiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Jakarta: Visimedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Tipidkor Semarang Nomor : 146/Pid.Sus-
TPK/2015/PN Smg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 5,2006, Tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan.

C. Jurnal/ Artikel Ilmiah

Amiruddin. 2012. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.8 No.l Mei
2012.

Fenner, Gretta. 2003. Controlling Corruption in Asia and the Pacific: an
Overview. Papers Presented at the 4th Regional Anti-Corruption
Conference of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the
Pacific. Kuala Lumpur.

Nurcholis Madjid, Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan
Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Jakarta :



Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, h. 512-513,
sebagaimana dikutip Mahmutarom, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Undip
Semarang, 2009.

Seminar Publik Tanggal 02 Juni 2015 Dengan Tema Kriminalisasi Pengadaan
Alat Peraga di Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Universitas
Sumatera Utara Medan.

D. Internet

www.bppk.kemenkeu.go.id/...publikasi/.../19286-e-procurement-pencegahan-
korupsi

http://www. Transparansi.Or.id./about/anti-korupsi/definisi

https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/
http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-
hukum-dalam.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadaan

http://jateng.tribunnews.com/2015/11/19/tiga-oknum-pns-dinas-pendidikan-
kendal-didakwa-rugikan-negara-rp-17-miliar

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-
hukum.html

http://www.alatuji.com/article/detail/3 1/alat-peraga#. WZt1sikx XIU

http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-
hukum-dalam.html

https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/

http//:hukumonline.com/korupsi

http://jateng.tribunnews.com/2016/03/31

http://www.antara.co.1/aro/2008/2/6/icw

http://jateng.tribunnews.com/2015/11/19/tiga-oknum-pns-dinas-pendidikan-
kendal-didakwa-rugikan-negara-rp-17-miliar




E. Wawancara

IPTU WINARDI, S.H., M.H. (Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng)

DIDI SUWARDI, S.E. (Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jateng)



